Pertemuan 14
KETERAMPILAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(LANJUTAN)
a. Ketentuan penggunaan bahasa dalam rumusan pasal dan ayat.
Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyhangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Contoh:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dlam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  Rumusan yang lebih baik:

(1) Permohonan beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas. Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Contoh kalimat yang tidak baku:

1. Rumah itu pintunya putih.

2. Pintu rumah itu warnanya putih.

3. Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Psal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

1. Rumah itu mempunyai pintu (yang berwarna) putih.

2. Pintu rumah itu (berwarna) putih.

3. Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahannya.

Penggunaan bahasa dalam peraturan perundangan-undangan dan penuangan wawasan dan gagasan ke dalam kata-kata,kalimat,dan ungkapan perlu dilihat juga dari sudut pembacannya, yakni bagaimana pembaca mengartikannya, memahaminya dan menafsirkannya. Nasehat Montesquieu sebagaimana dikutip oleh C.K Allen untuk menyusun peraturan perundang-undangan mengenai hal ini barang kali ada baiknya diperhatikan. Ia mengatakan tentang peraturan perundang-undangan secara singhkat sebagai berikut:

a. Gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana;

b. Istilah yang dipilih sedpat-dapat bersifat mutlak dan tidak relative, dengan maksud agar meninggalkan sedikit mungkin timbulnya perbedaan pendapat secara individual;

c. Hendaknya membatasi diri pada yang riil dan actual, serta menghindarkan diri dari kiasan dan dugaan

d. Hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pikiran pembacanya, karena rakyat banyak mempunyai tingkat pemahaman yang sedang-sedang saja; hendaknya tidak untuk latihan logika, melainkan untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata manusia.

e. Hendaknya tidak merancukan yang pokok dengan yang pengecualian,pembatasan,atau pengubahan,kecuali apabila dianggap mutlak perlu;

f. Hendaknya tidak memancing perdebatan/pembatahan;adalah berbahaya memberikan alas an-alasan yang terlalu rinci karena hal ini dapat membuka pintu pertentangan;

g. Diatas segalannya, hendaknya betul-betul dipertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis; hendaknya tidak menggoyahkan dasar-dasar nalar dan keadilan serta kewajaran yang alami; karena peraturan yang lemah, tidak diperlukan, dan yang tidak adil akan menyebabkan seluruh system peraturan dalam reputasi yang jelek dank arena itu mengguncangkan kewiawaan Negara.
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